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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi
kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya serta mengetahui
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh pentingnya pelayanan perizinan berbasis elektronik dalam
mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Meskipun sistem perizinan telah dilaksanakan secara elektronik melalui Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), dalam pelaksanaannya masih
ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan sistem, rendahnya literasi digital
sebagian masyarakat, perubahan regulasi, serta belum optimalnya kepatuhan sebagian
pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan
menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan
perizinan berbasis elektronik di DPMPTSP Kota Palangka Raya secara umum telah
berjalan dengan baik. Pelaksanaan pelayanan telah menggunakan sistem OSS-RBA
sebagai media pelayanan perizinan, didukung oleh koordinasi antarbidang, sumber
daya manusia yang cukup kompeten, serta komitmen aparatur dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Aspek komunikasi telah berjalan cukup efektif melalui
rapat koordinasi, website, media sosial, sosialisasi, dan pendampingan kepada
masyarakat. Dari aspek sumber daya, tersedia aparatur, sarana dan prasarana, serta
dukungan sistem pelayanan yang menunjang pelaksanaan kebijakan. Aspek disposisi
menunjukkan adanya komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan, sedangkan
aspek struktur birokrasi didukung oleh pembagian tugas dan prosedur pelayanan yang
menjadi pedoman pelaksanaan. Adapun faktor pendukung implementasi meliputi
komitmen pimpinan dan aparatur, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan
sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi, serta dukungan regulasi. Sementara itu,
faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, gangguan jaringan
dan server OSS-RBA, perubahan regulasi yang dinamis, serta masih rendahnya
kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas aparatur,
perbaikan infrastruktur dan sistem pelayanan, serta peningkatan koordinasi dengan
pemerintah pusat agar implementasi kebijakan pelayanan perizinan berbasis elektronik
dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Perizinan, Elektronik, OSS-
RBA, DPMPTSP.
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ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of electronic
licensing services at the Palangka Raya City Investment and One-Stop Integrated
Services Agency (DPMPTSP) and to identify the supporting and inhibiting factors in
its implementation. This research is motivated by the importance of electronic licensing
services in achieving effective, efficient, transparent, and accountable public services.
Although the licensing system has been implemented electronically through the Online
Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), several obstacles remain in its
implementation, such as system disruptions, low digital literacy among some members
of the public, regulatory changes, and the suboptimal fulfillment of licensing
requirements by some businesses.

This study employed a descriptive method with a qualitative approach. Data
were obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis
employed the Miles and Huberman interactive model, which encompasses data
reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis of policy
implementation employed George C. Edward III's theory, which encompasses four
variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study indicate that the implementation of the electronic-based
licensing service policy at the Palangka Raya City DPMPTSP has generally been
running well. Service implementers have used the OSS-RBA system as a medium for
licensing services, supported by inter-sectoral coordination, competent human
resources, and the commitment of officials in providing services to the public. The
communication aspect has been running quite effectively through coordination
meetings, websites, social media, outreach, and community assistance. From the
resource aspect, the availability of officials, facilities and infrastructure, and service
system support that support policy implementation. The disposition aspect indicates
the commitment of officials in implementing the policy, while the administrative
structure aspect is supported by the division of tasks and service procedures that serve
as guidelines for implementation. Supporting factors for implementation include the
commitment of leaders and officials, human resource competence, the availability of
facilities and infrastructure, inter-agency coordination, and regulatory support.
Meanwhile, inhibiting factors include low digital community literacy, network and
server disruptions OSS-RBA, dynamic regulatory changes, and the still low
compliance of some business actors in managing permits. Therefore, increased public
outreach, strengthening the capacity of government officials, improving infrastructure
and service systems, and enhancing coordination with the central government are
needed to optimize the implementation of electronic licensing services.

Keywords: Policy Implementation, Licensing Services, Electronic, OSS-RBA,
DPMPTSP.
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